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GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

Mengingat

a.

GUBERNUR JAMBI,

bahwa untuk membiayai pengeluaran daerah
sebelum ditetapkannya Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2026,
berdasarkan Pasal 110 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD
mengalami keterlambatan, Gubernur dapat
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling
tinggi sebesar seperdua belas dari jumlah
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran sebelumnya dan
pengeluaran yang dimaksud dibatasi hanya
untuk mendanai keperluan mendesak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6807);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor
11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi
Jambi Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Nomor 46);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN
DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026, dipergunakan paling tinggi angka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar dalam
melaksanakan Pengeluaran Daerah.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:



a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri
Sipil/Gubernur/Wakil Gubernur;
b. Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 2

(1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil
perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
ditetapkan paling tingginya 1/12 (seperduabelas) dari jumlah
pengeluaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2026.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dalam hal:

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan

b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah
ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam
Berita Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
sampai dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubenur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jambi.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Jambi
(- Plt Kepala Biro Hukum, pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR JAMBI,

Pembina Utama Muda (IV/c) ttd
NIP. 19730729 200012 1 002

H. AL HARIS
Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
ttd
H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 1



	Diundangkan di Jambi

